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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2OLO

TENTANG

PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

: a. bahwa berdasarkan pasal 22, pasal g4, dan pasal 40
Undang-undang Nomor s Tahun 1960 tentang peraturan
Dasar Pokok-pokok Agraria, hak atas tanah hapuJ a.,tara lai.,
karena diterlantarkan;

b. bahwa saat ini penelantaran tanah makin menimbulkan
kesenjangan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan ralryat serta
menurunkan kualitas lingkungan, sehingga perlu pengaturan
kembali penertiban dan pendayagunaan t"""i, terlantai;

c. bahwa Peraturan pemerintah Nomor 36 Tahun 199g tentang
Penertiban dan pendayagunaan Tanah Terlantar, tidak dapat
lagi dijadikan acuan penyelesaian penertiban dan
pendayagunaan tanah terlantar sehingga perlu dilakukan
penggantian;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Pemerintah tentang penertiban. dan pendayagu""""
Tanah Terlantar;

1' Pasal 5 ^y1t (2) _Undang-Undang Dasar Negara Repubrik
Indonesia Tahun 1945;

2. undang-Undang Nomor s rahun 1960 tentang peraturan
Dasar Pokok--pokok Agraria (Lembaran Negai Repubrik
Indonesia Tahun 1960 Nomor ro4, Tambahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 204.3);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak

T*gstrr.gan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan
Dengan Tanah (Lembaran Negara Repubtik Indonesia
Tahun L996 Nomor 42, Tambahanlembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 36321;

Menimbang

Mengingat

4.Undang-Undang...
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4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun lggg tentang Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun lggg
Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3888);

5' Undang-undang Nomor L rahun 2oo4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2oo4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Nega.a Republik
Indonesia Nomor a355);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2oo4 tentang perkebunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor g4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor aall);

7. undang-Undang Nomor 32 Tahun 2oo4 tentang pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 44371, sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2o0g tentang perubaf,an
Kedua atas undang-Undang Nomor 32 Tahun 2oo4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a8aa\

8. undang-Undang Nomor 26 Tahun 2oor tentang penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tihun 2oo7
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a725);

9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2oog tentang perlindungan
Lahan Pertanian Pangan Berkeranjutan (Lembaran Neg-ara
Republik Indonesia Tahun 2oog Nomor L4g, Tambalan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

lo.Peraturan Pemerintah Nomor 40 rahun 1996 tentang Hak
Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak pakai (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun L996 Nomor 5g, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36a3);

1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2ooz tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara pemerintah,
Pemerintahan Daerah provinsi, dan pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2oo7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a7371;

MEMUTUSI{AN:
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MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG
PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR.

PENERTIBAN DAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak

Pakai adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang Nomor s rahun 1960 tentang peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria.

2. Hak Pengelolaan adalah Hak Menguasai dari Negara yang
kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahtcan t<eiaaa
pemegangnya.

3. Dasar penguasaan atas tanah adarah izinlkeputusan/surat
dari pejabat yang berwenang yang menjadi dasar bagi orang
atau badan hukum untuk menguasai, menggunakan, atau
memanfaatkan tanah.

4. Pemegang Hak adalah pemegang hak atas tanah, pemegang
Hak Pengelolaan, atau pemegan g izin/keputusan/surattari
pejabat yang berwenang yang menjadi dasar penguasaan atas
tanah.

5. Kepala adalah Kepala Badan pertanahan Nasional Republik
Indonesia.

6. Kepala Kantor wilayah adalah Kepala Kantor wilayah Badan
Pertanahan Nasional.

BAB II

OBYEK PENERTIBAN TANAH TERLANTAR

Pasal 2

obyek penertiban tanah terlantar meliputi tanah yang sudah
diberikan hak oleh Negara berupa Hak Milik, Hak cun" Usaha,
Hak Guna Bangunan, Hak pakai, dan Hak pengelolaan, atau
dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak
dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan
keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar
penguasaannya.

Pasal 3 . .
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Pasal 3

Tidak termasuk obyek penertiban tanah terlantar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 adalah:

b

a.

BAB III
IDENTIFIKASI DAN PENELITIAN

Pasal 4

(1) Kepala Kantor wilayah menyiapkan data tanah yang
terindikasi terlantar.

(2) Data tanah sebagaimana d.imaksud pada ayat (1) sebagai
dasar pelaksanaan identifikasi dan penelitian.

pasal 5

(1) Identifikasi dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan oleh panitia.

(2) Susunan keanggotaan panitia sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri dari unsur Badan pertanahan'Nasional dan
unsur instansi terkait yang diatur oleh Kepala.

Pasal 6

(1) Identifikasi dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan:

a. terhitung mulai 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan Hak Milik
Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak pakai; atau

b. sejak berakhirnya izin/keputusan/surat dasar
penguasaan atas tanah dari pejabat yang berwenang.

tanah Hak Milik atau Hak Guna Bangunan atas nama
perseorangan yang secara tidak sengaja tidak dipergunakan
sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian
haknya; dan
tanah yang dikuasai pemerintah baik secara langsung
maupun tidak langsung dan sudah berstatus maupun belum
berstatus Barang Milik Negara/Daerah yang tid;k sengaja
tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan-atau sifat dan
tujuan pemberian haknya.

(2) Identifikasi
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(2) Identifikasi dan penelitian tanah terlantar meliputi:
a. nama dan alamat pemegang Hak;

b. letak, luas, status hak atau dasar penguasaan atas tanah
dan keadaan fisik tanah yang dikuaiai pemegang Hak;
dan

c. keadaan yang mengakibatkan tanah terlantar.

Pasal 7

(1) Kegiatan identifikasi dan penelitian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 meliputi:
a. melakukan verifikasi data fisik dan data yuridis;
b. mengecek buku tanah dan/atau warkah dan dokumen

lainnya untuk mengetahui keberadaan pembebanan,
termasuk data, rencana, dan tahapan penggunaan dan
pemanfaatan tanah pada saat pengajuan fratl-

c. meminta, keterangan dari pemegang Hak dan pihak lain
yang terkait, dan pemegang Hak dan pihak rain yang
terkait tersebut harus memberi keterangan atau
menyampaikan data yang diperlukan;

d. melaksanakan pemeriksaan fisik;
e. melaksanakan ploting letak penggunaan dan pemanfaatan

tanah pada peta pertanahan;

f. membuat analisis penyebab terjadinya tanah terlantar;
g. menJrusun laporan hasil identilikasi dan penelitian;
h. melaksanakan sidang panitia; dan
i. membuat Berita Acara.

(2) Panitia menyampaikan laporan hasil identifikasi, penelitian,
dan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat l1) kepada
Kepala Kantor Wilayah.

BAB IV

PERINGATAN

Pasal 8

(1) Apabila berdasarkan hasil identilikasi dan penelitian
sebagaimana dimaksud dalam pasar r ayat (2) disimpulkan
terdapat tanah terlantar, maka Kepala Kantor wilayah
memberitahukan dan sekaligus memberikan peringatan
tertulis pertama kepada Pemegang Hak, agar daram jangka

waktu . . .
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waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya surat
peringatan, menggunakan tanahnya sesuai keadaannya atau
menurut sifat dan tujuan pemberian haknya atau sesuai
izin I keputusan / surat sebagai dasar penguasaannya.

(2) Apabila Pemegang Hak tidak melaksanakan peringatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor wiiayah
memberikan peringatan tertulis kedua dengan jangka waktu
yang sama dengan peringatan pertama.

(3) Apabila Pemegang Hak tidak melaksanakan peringatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor wilayah
memberikan peringatan tertulis ketiga dengan jangka *aktu
yang sama dengan peringatan kedua.

(41 Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan
ayat (3) dilaporkan oleh Kepala Kantor wilayah kepada
Kepala.

(5) Dalam hal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), dan ayat (3) yang dibebani dengan Hak Tanggungan,
maka surat peringatan tersebut diberitahukan .luga keplaa
pemegang Hak Tanggungan.

(6) Apabila Pemegang Hak tetap tidak meraksanakan peringatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Kantor wilayah
mengusulkan kepada Kepala untuk menetapkan tanah yang
bersangkutan sebagai tanah terlantar.

BAB V

PENETAPAN TANAH TERLANTAR

Pasal 9

(1) Kepala menetapkan tanah terlantar terhadap tanah yang
diusulkan oleh Kepala Kantor witayah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6).

(2) Dalam hal tanah yang akan ditetapkan sebagai tanah
terlantar merupakan tanah hak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (1) hurrf a, penetapan tanah terlantar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat juga penetapan
hapusnya hak atas tanah, sekaligus memutuskan hubungan
hukum serta ditegaskan sebagai tanah yang dikualai
langsung oleh Negara.

(3) Dalam . .
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(3) Dalam hal -tanah yang akan ditetapkan sebagai
terlantar adalah tanah yang telah diberikan
penguasaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1)

huruf b, penetapan tanah terlantar sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memuat juga pemutusan hubungan hukum
serta penegasan sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh
Negara.

Pasal 10

(1) Tanah yang ditetapkan sebagai tanah terlantar sebagaimana
dimaksud dalam pasar g ayat (1), apabila meirpakan
keseluruhan hamparan, maka hak atas tanahnya
dihapuskan, diputuskan hubungan hukumnya, dan
ditegaskan menjadi tanah yang dikuasai langslng oleh
Negara.

(2) Tanah yang ditetapkan sebagai tanah terlantar sebagaimana
dimaksud dalam pasar 9 ayat (1), apabila meirpakan
sebagian hamparan yang diterlantarkan, maka hak atas
tanahnya dihapuskan, diputuskan hubungan hukumnya dan
ditegaskan menjadi tanah yang dikuasai langsun[ oleh
Negara dan selanjutnya kepada bekas RemJganf Hak
diberikan kembali atas bagian tanah yang bJnai-bena.
diusahakan, dipergunakan, dan dimanfaattan-sesuai dengan
keputusan pemberian haknya.

(3) untuk memperoleh hak atas tanah atas bagian tanah
sebagaimana dimaksud pada ayat (21, bekas periegang Hak
dapat mengajukan permohonan Lrak atas tanah s=esuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1 1

(1) Apabila tanah hak yang diterlantarkan kurang dari atau sama
dengan 25oh (dua puluh lima persen), maka pe*"gang Hak
dapat mengajukan permohonan revisi luas atas bidingianah
yang benar-benar digunakan dan dimanfaatkan sesuai
dengan keputusan pemberian haknya.

(2) Biaya atas revisi pengurangan luas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menjadi beban pemegang Hali.

tanah
dasar

Pasal L2.. .



Pasal 12

(1) Tanah yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai tanah
terlantar, dinyatakan dalam keadaan statr.rs quo se.lat< tanggal
pengusulan sebagaimana dimaksud dalam pasal g ayat (6):"

(2) Tanah yang dinyatakan dalam keadaan status quo
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dilakukan
perbuatan hukum atas bidang tanah tersebut 

""-p"iditerbitkan penetapan tanah teilantar yang memuat jrrg"
penetapan hapusnya hak atas tanah, sekaligus memutuskan
hubungan hukum serta ditegaskan sebJgai tanah yang
dikuasai langsung oleh Negara.
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Pasal 13

(1) Tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah terlantar, dalam
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya
keputusan penetapan tanah terrantar, wajib dikosongl", ot.r,
bekas Pemegang Hak atas benda-benda di atasny" d..rgr.,
beban biaya yang bersangkutan.

(2) Apabila bekas_ pemegang Hak tidak memenuhi kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka benda-benia di
atasnya tidak lagi menjadi miliknya, dan dikuasai langsung
oleh Negara.

Pasal 14

Ketentuan lebih- l-anjut mengenai tata cara penertiban tanah
terlantar diatur dalam peraturin Kepala.

BAB VI

PENDAYAGUNAAN

TANAH NEGARA BEKAS TANAH TERLANTAR

Pasal 15

(1) Peruntukan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan
pemanfaatan tanah negara bekas ^ tanirr terlantar
sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) didayagu.rat 

".,untuk kepentingan masyarakat dan negara'melaiui-reforma
agraria dan program strategis negara serta untuk cadangan
negara lainnya.

(2) Peruntukan
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(2) Peruntukan dan pengaturan peruntukan penguasaan,
pemilikan, _penggunaan, dan pemarrfaatan tanah ;.g;; b.k;"
tanah terlantar. 

-s_ebagaimana dimaksud pada""y"i lr1
dilaksanakan oleh Kepala.

Pasal 16

Terhadap tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1)
yang berhubungal. -dengqn penguasaan dan penggunaannya
tidak boleh diterbitkan- izinikeputusan/surat'daliin uentut
apapun selain yang ditetapkan dalam pasai 15.

-9-

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pelaksanaan penertiban tanah terlantar dan pendayagunaan

!""?-h negara bekas tanah terlantar dilakukan oieh x.pir" a""
hasilnya dilaporkan secara berkara kepada p.."ia.".

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan pemerintah ini mulai berlaku, terhadap
tanah yalg telah diidentilikasi atau diberi peringata" 

".u"g"itanah terlantar berdasarkan peraturan pemtrintfh rrtomor 'so

Tahun 1998 tentang penertiban dan pendayagunaan Tanah
Terlantar, dalam jangka waktu q (tiga) bulan titirrd"kr""3.rii
sesuai dengan Peraturan pemerintah inil '

Pada saat Peraturan pemerintah ini mulai berlaku, peraturan
Pemerintah Nomor 36 Tahun 199g tentang penertiban dan
Pendayagunaan Tanah Terlantar- da.n peratura'n peraksan""""v"
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Pemerintah
diundangkan.

Pasal 19

Pasal 2O

ini mulai berlaku pada tanggal

Agar



PRE SID E N
REPUBLIK INDONESIA

- 10-

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Januari 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H, SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Januari 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OIO NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT'NEGARA RI

{sat setiap orang mengetahrlinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Pemerintah ini -dengan 

penempatlnnya da-Lm
Lembaran Negara Republik Indonesia

iro Peraturan Perundang-undangan
Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

ttd

ttd

Kepala B
Bidang

AT
1

(o

t

a!

i"/*' f'?

nu Setiawan
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2OTO

TENTANG

PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR

I. UMUM

Tanah adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi ralgrat, bangsa dan
Negara Indonesia, YanB harus diusahakar, di..ranfaatkin, da"n dipergirnakan
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Saat ini tanah yang telah
dikuasai dan/atau dimiliki baik yang sudah ada hak atas tanahnya maupun
yang baru berdasar perolehan tanih di beberapa tempat -""ih banyak
dalam keadaan terlantar, sehingga cita-cita tuhur uniuk meningkatkan
kemakmuran ralryat tidak optimal. Oleh karena itu, perlu dilakukan
penataan kembali untuk mewujudkan tanah sebagai sumblr kesejahteraan
ralqrat, untuk mewujudkan kehidupan yang lebih berkeadilan, menjamin
keberlanjutan sistem .kemasyarakalan da.r-kebangsaan Indonesia, serta
memperkuat harmoni sosial. Selain itu, optirialisasi pengusahaan,
penggunaan, dan pemanfaatan semua tanah di wilayah Indonesla aipertukan
untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mengurangi kemiskinan
dan menciptakan lapangan kerja, s".i" untuk meninikatiin ketahanan
pangan dan energi.

PenelantarSl tanah di pedesaan dan perkotaan, selain merupakan
tindakan yang tidak bijaksana, tidak ekonomis (hilangny. p.t,rrrrg Lntuk
mewujudnyatakan potensi ekonomi tanah), dan tidak be-rkladil"r, s..t"juga
merupakan pelanggaran terhadap kewajiban yang harus dijalanka., p^i"
Pemegang Hak atau Pihak yang telah rrr.-p.roieh -clasar p..rglr"""an tanah.
Penelantaran tanah juga berdampak pada terhambltnfa pencapaian
berbagai tujuan program pembangunan, rentannya ketahanln pangan dan
ketahanan ekonomi nasional, tertutupnya akses iosial-ekonomi masyarakat
khususnya petani pada tanah, serta teiusiknya rasa keadilan dan harmoni
sosial.

Negara memberikan hak atas tanah atau Hak Pengelolaan kepada
Pemegang Hak untuk diusahakan, dipergunakan, dan dim-anfaatkan serta
dipelihara dengan baik selain untuk t."".i"rtt.raan bagi pemegang Haknya

tysl harus ditujukan untuk kesejahte.""ri masyarakat]bangsa"dai .r.g"i".
Ketika Negara memberikan hak kepada orang atau badan hukum selalu
djiringi kewajiban-kewajiban {"rg ditetapkin dalam Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan
surat keputusan pemberian haknya. Karena itu pemegang Hak dilarang
menelantarkan tan_ahnya, dan jika Pemegang Hak menelinta"rkan tanahnya,
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria telah mengatur akibat hukumnya

yaitu
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Ialtu hapusnya hak atas tanah yang bersangkutan dan pemutusan
hubungan hukum serta ditegaskan seba-gai tanahiyang dikuasai langsung
oleh Negara. Bagi tanah yang belum aaa h-ak atas tanahnya, tetapi ada dasar
penguasaannya, penggunaan atas tanah tersebut harus dilandasi dengan
sesuatu hak atas tanah sesuai pasal 4 juncto pasal 16 Undang_U"d;;;
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan b".r. Pokok-pokok Agraria. oleh
karena itu orang atau badan hukum yang telah memperoleh dasar
penguasaan atas tanah, baik dengan pengadaan tanah itu dari hak orang
lain, memperoleh_ penunjukan dari p.-Eg"rg Hak pengelolaan, karena
memperoleh izin lokasi, atau mempeioleh -keputusan 

pelepasan kawasan

lyt?" berkewajiban memelihara tanahny", -"rrgrsahakannya dengan baik,
tidak menelantarkannya, serta mengajuk-an p".*o'lror"., untuk
mendapatkan hak atas tanah. Meskipun yang tersangkutan belum
mendapat hak atas tanah, apabila menelantarkan tanahnya -1t" hubungan
hukum yang bersangkutan dengan tanahnya akan dihapuskan dan
ditegaskan sebagai tanah yang dikuasai tangsung oleh Negara.

Oleh sebab itu, penelantaran tanah harus dicegah dan ditertibkan
untuk mengurangi atau menghapus dampak negatifnyi. Dengan demikian
pencegahan, penertiban, dan pendayagunaan tanah terlantai merupakan
langkah dan prasyarat penting untuk menjalankan program-program
pembangunan nasional, terutama di bidang agriria yang tetafr-aiamanatkan
oleh Undang-Undang Dasar Negara nepu6tit Indoriesia Tahun Lg4s,
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, sertl Rencana pembangunan Jangka
Panjang Nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Talah yang sudah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan,
Hak Pakai, atau Hak Pengelolaan dinyatakan sebagai tanah terlantar
apabila tanahnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan atau tidak
dimanfaatkan sesuai dengan keadaan atau sifat "dan 

tujuan haknya.
Demikian pula tanah yang ada dasar penguasaannya dinyatakan sebagai
tanah terlantar apabila tanahnya tidak di-mohon trlt , tiaak diusahakan,
tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan p..sya..ta,
atau ketentuan yang ditetapkan dalam izin lokasi, sirat^ keputusan
pemberian hak, surat keputusan pelepasan kawa""; h;1;;, Jan/atau
dalam izin/keputusan/surat lainnya dari pejabat yang berwenang.

Pasal 3
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Pasal 3

Huruf a

Huruf b

Pasal 4

Ayat (1)

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan "tidak sengaja tidak dipergunakan sesuai
dengan keadaan atau sifat dan trauan pemberLnlaknya,, dalam
ketentuan ini adalah karena pemegang uat perseorangan dimaksud
tidak memiliki kemampuan - aari slgi ekonomi untuk
mengusahakan, mempergunakan, atau memanfaatkan sesuai
dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian haknya.

Yang dimaksud dengan "tidak sengaja tidak dipergunakan sesuai
dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian -haknya,, 

dalam
ketentuan ini adalah karena keterbata""., .rggaran negara/daerah
untuk mengusahakan, mempergunakan, L1., memanfaatkan
sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian
haknya.

Yang dimaksud dengan "tanah yang terindikasi terlantar,, adalah
tanah hak atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak
diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai
dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar
penguasaannya yang belum dilakukan identifikasi dan penelitian.

J-lnt}k memperoleh data tanah terindikasi terlantar dilaksanakan
kegiatan inventarisasi yang hasilnya dilaporkan kepada Kepala.

Pasal 8



PR ESID E N
REPUBLIK INDONESIA

-4-

Pasal 8

Ayat (1)

Dalam surat peringatan 
- 
pertama perlu disebutkan hal_hal yang

secara konkret harus dilakukan ol,eh pemegang Hak dan sanksi
yang dapat dijatuhkan apabila Pemegang Hak tiJak mengindahkan
atau tidak melaksanakan peringatan dimaksud.

Ayat (21

Dalam surat peringatan kedua, setelah memperhatikan kemajuan
dari surat peringatan pertama, menyebutkan kembali hal_hal
konkret yang harus dilakukan oleh pemegang Hak dan sanksi yang
dapat dijatuhkan apabila pemegang Hak tia"f. -.rgi.d"hkan atau
tidak melaksanakan peringatan aimltsua.

Ayat (3)

Dalam surat peringatan ketiga yang merupakan peringatan
terakhir, setelah memperhatikan kernajuan dari surat peringatan
kedua, menyebutkan hal-hal konkret yang harus dilakukan oleh
Pemegang Hak dan sanksi yang dapat ai3atritrtca., 

"p"ui1" 
pemegang

11,-.19"-u mengindahkan atau tiaat melaksanrk"., peringatan
dimaksud.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 1 1 .
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Pasal 1 1

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Tanah negara bekas tanah terlantar merupakan tanah cadangan
umum negara yang didayagunakan untuk kepentingan masya.at 

"tdan negara, melalui reforrna agraria dan prolram strategis negara
serta untuk cadangan negara lainnya.

Reforma Agraria merupakan kebijakan pertanahan yang mencakup
penataan sistem politik dan hukum pertanahan serta penataan aset
masyarakat dan penataan akses masyarakat terhad"p t"""r, "l.r"idengan jiwa Pasal.2 Ketetapan Majelis permusyawaratan Ralryat
Republik Indonesia Nomoi Ix/MpR/ 2oor ientang pembaruan
Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, dan pasar 10 Undang_

lJndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang p.."Lrrr, Dasar pokok_
Pokok Agraria. penataan aset masyarakat dan penataan akses
masyarakat terhadap tanah dapat melaiui distribusi dan
redistribusi tanah negira bekas tanah terlantar.

Program strategis negara antara lain untuk pengembangan sektor
pangan, energi, perumahan ralryat daram i"rrgl" -..r"irrgtlk".,
kesejahteraan masyarakat.

cadangan negara lainnya antara lain untuk memenuhi kebutuhan
tanah untuk kepentingan pemerintah, p..t"rr""an dan keamanan,
kebutuhan tanah akibat adanya bencana alam, rerokasi dan
pemukiman kembari masyarakat y".rg terkena pemuangunan untuk
kepentingan umum.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16
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Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 2O

Cukup jelas
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